ABSTRAK

Happy Pian. Putusan Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang
Biaya Hidup Anak Pasca Perceraian Hubungannya dengan Hak-hak Keperdataan Anak.

Akibat perceraian kedua orangtuanya anak menjadi korban sehingga salah satu ketetapan dalam
putusan membebankan biaya hidup anak hingga mandiri kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya supaya
masa depan kehidupan anak tidak terlantar. Akan tetapi dari segi jumlah biaya tidak ditetapkan oleh Undang-
undang dan peraturan perundangan lainnya serta pada putusan yang bersifat mengikat dan memaksa tidak
menetapkan akibat hukum lainnya apabila ketetapan tersebut dilanggar oleh pihak ayah kandung anak, sehingga
praktiknya banyak yang merugikan pihak ibu dan anak kandung yang memegang hak asuh anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Dinamika pertimbangan Pengadilan Agama
dalam wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus dan menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri
yang dibebankan kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya pasca perceraian; (2) Implikasi Putusan PA
wilayah PTA Bengkulu yang menetapkan pemberian biaya hidup anak oleh pihak suami sebagai ayah
kandungnya pasca perceraian di wilayah PTA Bengkulu; (3) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak
isteri kepada mantan suaminya yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu
tentang biaya hidup anak; (4 Implementasi kepastian dan keadilan hukum Putusan Pengadilan Agama di
wilayah PTA Bengkulu tentang biaya hidup anak serta pengembangannya kepada sistem hukum nasional.

Grand Theory yang digunakan adalah teori kemaslahatan hukum dari Imam Al-Ghazali yang
mengatakan bahwa mashlahah fighiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: 1) Menolak
segala yang akan merusak; 2) Mengambil yang mashlahat dengan menjaga magqashid syari’ah. Middle rangs
theory-nya adalah teori kepastian dan keadilan hukum dari Gustav Radbruch, menurutnya kepastian dan
keadilan hukum ada dua aspek, yaitu: (1) aspek dapat dibentuknya hukum pada sesuatu yang nyata dan setiap
pihak bebas mempelajari hukum dan memahaminya demi merasakan keadilan hukum dalam menghadapi
perkara hukum. Kepastian merupakan tuntutan hukum; (2) Setiap orang dilindungi oleh hukum, aman karena
ada hukum, dan terhindar dari kesewenangan. Aplicative Theory yang digunakan adalah teori kekuasaan
kehakiman dari Bagir Mannan, menurutnya kekuasaan kehakiman szudah diatur oleh Pasal 1 UndangUndang
nomor 48 tahun 2009: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis,
pendekatannya yuridis empirik, jenis data kualitatif yang digunakan berupa isi materi Putusan Pengadilan
Agama di PTA Bengkulu. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan
yang dianalisis dengan metode analisis isi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu
dalam menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri kepada ayah kandungnya bervariasi dari besaran jumlah
biaya setiap bulannya; 2) Praktik pelaksanaan putusan mengenai biaya hidup anak terjadi banyak pelanggaran
putusan, ayah kandung anak tidak membiayai sama sekali, membiayai hanya beberapa bulan, membiayai tetapi
jumlahnya tidak sesuai ketetapan dalam putusan, dan ada yang membiayai dengan cara memberi modal kepada
ibu kandung anak satu kali selanjutnya tidak lagi memberi biaya; 3) Upaya hukum yang dilakukan pihak isteri
sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum banding dan kasasi, mengadukan
kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta bantuan mediasi; 4) Putusan Pengadilan Agama di wilayah
PTA Bengkulu mengenai ketetapan biaya hidup anak dibebankan kepada ayah kandung anak sebagai hukum
yang berkekuatan memaksa dan mengikat oleh karena itu bersifat eksekutorial, akan tetapi putusan belum
memenuhi unsur paksaan sebagaimana dalam putusan hukum acara perdata lainnya, oleh karena itu diperlukan
pengembangan hukumnya di antaranya di dalam isi putusan dilengkapi dengan jaminan harta ayah kandung
untuk anak-anaknya dalam bentuk perjanjian, sehingga dengan alasan wanprestasi dapat dieksekusi, adanya
harta di luar harta bersama yang ditetapkan untuk pengganti biaya hidup anak yang saat putusan ditetapkan
dapat dieksekusi. Dengan demikian, gagasan ini dapat menambah klausul isi putusan dan penetapannya yang
dikuatkan oleh adanya pasal baru dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut.
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ABSTRACT

Happy Pian. The Decision of Religious Courts in of Religious High Court Bengkulu Region Regarding
Cost of Living Children Post-Divorce Relation to Child Civil Rights

The effect of the parents' divorce, the child became a victim so that under the religious court decision
of the Bengkulu High Religious Courts, one of the provisions in the decision dictated the child's living expenses
so that he would become independent of the husband as his biological father so that the child's future life would
not be neglected. However, in terms of the amount of fees not stipulated in laws, other laws and regulations as
well as binding and enforceable decisions, they do not provide for other legal consequences if the biological
father of the child violates, so many practices harm the mother and the biological child who keeps the child.

The aim of this research is to analyze: (1) The dynamics of consideration by the Religious Courts in
the Bengkulu High Court area in deciding and determining the costs of living for children until they are
independent which are borne by the husband as his biological father after the divorce; (2) Implications of the
Religious Courts decision in the Religious High Court Bengkulu area which determines the provision of living
expenses for the child by the husband as his biological father after divorce in Religious High Court Bengkulu
area; (3) Legal remedies that can be taken by the wife against her ex-husband who does not implement the
decision of the Religious Courts of Religious High Court Bengkulu area regarding children's living expenses;
(4 Implementation of legal certainty and justice of Religious Courts decisions in the the Religious Courts in the
Bengkulu High Court area regarding children's living costs and their development into the national legal system.

The Grand Theory used is the theory of legal benefit from Imam Al-Ghazali which says that mashlahah
fighiyyah can only be returned to two main rules, namely: 1) Rejecting everything that will damage; 2) Take
what is mashlahat by maintaining magashid syari'ah. The middle range theory is the theory of legal certainty
and justice from Gustav Radbruch, according to which there are two aspects to legal certainty and justice,
namely: (1) the aspect that law can be formed on something real and each party is free to study the law and
understand it in order to experience legal justice in facing legal cases. Certainty is a legal requirement; (2)
Everyone is protected by law, safe because there is law, and protected from abuse. The Applicative Theory used
is the theory of judicial power from Bagir Mannan, according to which judicial power is regulated by Article 1
of Law number 48 of 2009: "Judicial power is the power of an independent state to administer justice to uphold
law and justice based on Pancasila, for the sake of implementing the Republic of Indonesia Law state. Indonesia.

This research is classified as a qualitative type of research, the method used is descriptive analysis, the
approach is empirical juridical, the type of qualitative data used is the content of the Religious Courts Decisions
at Bengkulu. Data was collected by observation, interviews, documentation and literature which were analyzed
using the content analysis method.

The results of this research concluded that: 1) The decision of the Religious Courts in the Bengkulu
PTA area in determining the cost of living for a child until he is independent for his biological father varies
from the amount of the cost each month; 2) In the practice of implementing decisions regarding children's living
expenses, there are many violations of decisions, the child's biological father does not pay at all, only pays for
a few months, pays but the amount does not match the provisions in the decision, and there are those who
finance by giving capital to the child's biological mother once. then no more fees; 3) The legal action taken by
the wife before a decision which has permanent legal force is legal action is appeal and cassation, complaining
to religious leaders and community leaders asking for mediation assistance; 4) The decision of the Religious
Courts in the Bengkulu regarding the determination that children's living expenses are borne by the child's
biological father as a law that has coercive and binding power, therefore it is executorial in nature, however the
decision does not fulfill the element of coercion as in other civil procedural law decisions, therefore Legal
development is needed, including including in the contents of the decision a guarantee of the biological father's
assets for his children in the form of an agreement, so that by reason of default it can be executed, if there are
assets outside the joint assets that are determined to replace the children's living expenses which at the time the
decision is determined can be executed. Thus, this idea can add clauses to the contents of decisions and
stipulations which are strengthened by the existence of new articles in statutory regulations regarding this
matter.



